BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat
diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Terjadinya tindak pidana penipuan melalui investasi online,
dikarenakan adanya motif seseorang yang ingin mendapatkan
keuntungan dengan cara melawan hukum. Perkembangan
teknologi informasi di dunia maya semakin membuat maraknya
penipuan yang dilakukan, seperti halnya muncul baru-baru ini
maraknya fenomena tindak pidana penipuan investasi online di
bidang cryptocurrency dan hukum belum mengatur secara spesifik
tentang itu khususnya mengenai bagaimana nasib korban
selanjutnya, sehingga sulit untuk ditegakan dalam pelaksanaanya.
Oleh karena itu, pemerintah mulai serius mendefinisikan secara
hukum tentang praktik tindak pidana penipuan investasi online di
bidang cryptocurrency dan bagaimana perlindungan hukum bagi
korban, baik investasi secara umum maupun investasi online.
Mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran hukum melalui
kegiatan investasi online di bidang kripto tersebut, oleh karena itu
yang dapat digunakan perlindungan pada korban salah-—satunya

adalah perlindungan hukum secara represif yaitu merupakan



perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu
sengketa.

. Peran aktif pihak yang berwenang seperti kepolisian ataupun
otoritas jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku
tindak pidana kejahatan penipuan dalam investasi online kripto,
karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan
yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Pemerintah juga
harus lebih mengaktifkan lembaga terkait untuk mengawasi dan
memberi informasi kepada masyarakat mana investasi yang
terdaftar atau tidak pada lembaga terkait. Karena jika tidak Hal itu
tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan
tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwenang dan
sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan
penipuan Kkhususnya dalam investasi online kripto  sangat
dibutuhkan dan tak lupa kewaspadaan pada diri masyarakat sendiri,
upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan adalah melalui
jalur peradilan pidana karena pada prinsipnya pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.



B. SARAN
1. Perlu adanya edukasi mengenai bagaimana berinvestasi yang baik dan
aman oleh lembaga berwenang kepada masyarakat misalnya Otoritas
Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.
2. Dalam hal ini lembaga berwenang seperti Bappebti atau Otoritas Jasa
Keuangan agar lebih selektif dalam mengawasi terutama mengenai
kelengkapan dokumen yang jelas terhadap penyelenggara investasi

kripto.
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